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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916), PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272), Perpres 57 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022
No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu
dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja
tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan
rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom
baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi
daerah otonom induk. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Kapasitas
Fiskal Daerah kabupaten/kota menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara
tahun anggaran 2022.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan diundangkan
pada tanggal 15 Desember 2022.

- Lampiran halaman 7-19.



